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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

      Kemajuan perekonomian rakyat dan nasional yang terus bertambah maka 

kebutuhan akan kepastian hukum  pada bidang pertanahan pun akan bertambah pula, 

mengingat seiring perkembangan zaman permasalahan mengenai pertanahan akan 

semakin bertambah. Dalam hal ini permasalahan pertanahan dapat timbul karena 

tanah memiliki fungsi yang begitu penting bagi kehidupan Masyarakat yang membuat 

Masyarakat terus berusaha untuk memperoleh tanah dengan berbagai cara bahkan 

tidak dipungkiri dapat melakukan penyerobotan atau bahkan menjadi mafia tanah. 

Oleh karena itu perlu akan adanya sebuah kepastian hukum dan kepastian hak atas 

kepemilikan tanah. Guna mendapatkan jaminan akan kepastian hukum dan kepastian 

hak atas tanah, oleh karena itu Masyarakat perlu melakukan pendaftaran tanah guna 

memperoleh sertifikat hak atas  tanah yang berfungsi sebagai alat pembuktian yang 

kuat atas kepemilikan hak atas tanah. 

       Salah satu tujuan pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian hukum hak 

atas tanah yang dimiliki. Yang mana kepastian hukum hak atas tanah dapat diperoleh 

pemegang hak atas tanah dengan cara pendaftaran tanah. Dimana yang menjadi 

Sasaran kepastian hukum hak atas tanah adalah memberikan perlindungan hukum 

kepada pemegang hak atas tanah (siapa pemiliknya, ada / tidak beban diatasnya) dan 

kepastian hukum akan objeknya, mencangkup letak, batas-batas dan luasnya serta ada 
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atau tidaknya bagunan, tanaman yang berada di atasnya dalam sistem pendaftaran 

tanah di Indonesia yang menganut sistem stelsel negatif dengan tendensi positif yang 

pada intinya adalah segala yang tercantum dalam buku tanah dan sertifikat, berlaku 

sebagai tanda bukti yang kuat sampai dengan dibuktikan suatu keadaan yang 

sebaliknya( tidak benar).1 

      Terdapat banyak sekali dinamika pertanahan yang rumit dimana yang menjadi 

faktor penyebabnya adalah realita yang menunjukan bahwa manusia memiliki 

kebutuhan akan tanah yang terus mengikatkan dirinya seiring perkembangan zaman 

karena seiring perjalanan waktu kebutuhan akan tanah terus meningkat namun yang 

menjadi permasalahan jumlah luas tanah tidak ikut bertambah melainkan semakin 

menyusut atau sempit karan tanah merupakan modal dasar dalam penyelenggaraan 

kehidupan bernegara, yang mana permasalahan tanah merupakan permasalahan yang 

sangat rumit dan sensitif karena umumnya sektor pertanahan menyangkut segala 

aspek dalam kehidupan baik sosial, ekonomi, politik, psikologis dan lain-lain 

sebagainya.2 

Guna memberi jaminan akan kepastian hukum dan kepastian hak kepemilikan 

akan tanah maka perlu adanya pendaftaran tanah pada Badan Pertanahan Nasional 

(BPN) Guna memperoleh Sertifikat hak milik atas tanah yang nantinya memiliki 

                                                             
1Jurnal Shinta Novi Wardhani, - Rusdianto Sesung,Universitas Narotama Jl. Arief 

Rachman Hakim Surabaya, Indonesia,Al-Qānūn, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam 

Vol. 21, No. 1, Juni 2018, ISSN 2088-2688 Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Dikaitkan 

Dengan Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Tanah,. 
2adhi kurniawan.,wira franciska,dhody ar widjajaatmadja, kepastian hukum pendaftaran 

tanah secara sporadik oleh kantor pertanahan yang menimbulkan sertifikat ganda, universitas 

jayabaya jakarta. 
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fungsi sebagai alat bukti yang kuat atas kepemilikan tanah, yang dimana di Indonesia 

sertifikat hak-hak atas tanah merupakan alat bukti yang kuat sebagaimana yang telah 

ditegaskan dalam undang-undang pokok agraria no. 5 tahun 1960 pasal 19 ayat 2 

huruf c (selanjutnya disebut dengan undang-undang pokok agraria) dan peraturan 

pemerintah no 24 tahun 1960 pasal 32 ayat 1 tentang pendaftaran tanah yang kini 

telah dicabut dan ditegaskan Kembali dalam peraturan pemerintah no. 18 tahun 2021 

Tentang Hak pengelolaan, Hak Atas Tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran 

tanah, (Selanjutnya disebut Dengan PP No. 18/2021) memiliki tujuan untuk 

memberikan kepastian hukum atas hak-hak atas tanah untuk seluruh Masyarakat 

Indonesia, yang dimana hal tersebut dapat dilaksanakan secara terstruktur. Kepastian 

hukum akan objek hak atas tanah meliputi kepastian mengenai bidang teknis yang 

meliputi aspek spesifik, yakni kepastian akan letak, luas dan batas-batas tanah yang 

bersangkutan dimana letak serta luas batas-batas tanah merupakan salah satu unsur 

yang menentukan kepastian hukum. Dimana kepastian hukum merupakan tujuan dari 

pendaftaran tanah. 

         Proses diterbitkanya Sertifikat atau pendaftaran tanah tentunya memiliki 

berbagai prosedur yang harus dilalui dan tidak dipungkiri bisa saja ada berbagai 

macam faktor yang menjadi penghambat terbitnya Sertifikat hak milik. Karna pada 

hakikatnya kegiatan pendaftaran tanah memiliki tujuan untuk menjamin kepastian 

hukum dan kepastian hak atas tanah, apabila menyangkut kepastian hukum terhadap 

orang atau badan hukum pemilik hak (subyek hak), kepastian hukum mengenai letak, 

batas-batas dan wilayah tanah. bidang hak (objek hak) dan kepastian hukum atas hak 
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tersebut. Yang mana pendaftaran tanah dapat disimpulkan sebuah rangkaian kegiatan 

yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur. 

Meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan 

data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta serta daftar bidang-bidang tanah dan 

satuan rumah susun, termasuk penerbitan sertifikat hak milik sebagai tanda bukti 

kepemilikan hak bagi bidang tanah yang telah ada haknya dan hak milik satuan 

rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.  Sebagaimana yang terjadi 

di Rt 18 Dusun Makmur Desa Koto Kandis Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur Provinsi Jambi dalam hal ini Masyarakat memiliki sebuah lahan 

perkebunan yang pada awalnya Masyarakat menduduki tahan tersebut atas dasar surat 

keputusan pembukaan lahan yang dikeluarkan oleh kepala desa pada tahun 1998 

selain itu Masyarakat juga memiliki sprodik dalam hal ini seiring perkembangan 

waktu maka Masyarakat dusun Makmur Rt 18 menginginkan agar tahan perkebunan 

mereka di buatkan sertifikat namun ternyata saat masyarakat ingin mendaftarkan 

muncul faktor-faktor penghambat yaitu hadirnya salah satu pihak yang mengklaim 

bahwasanya tanah tersebut adalah kepunyaan alm ayah nya yang dibuka pada tahun 

1980 karena munculnya hal tersebut maka masyarakat gagal untuk mendaftarkan 

tanahnya hingga permasalahan tersebut selesai.  

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka penulis mengangkat permasalahan 

tentang SERTIFIKASI TANAH DI DESA KOTO KANDIS KECAMATAN 

DENDANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI 

B. Rumusan Masalah 
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1) Bagaimana PenerapanSertifikasi Tanah Di Desa Koto Kandis, Kecamatan 

Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi jambi ? 

2) Bagaimana Penyelesaian Sertifikasi Tanah Di Desa Koto Kandis, Kecamatan 

Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi ? 

3) Bagaimana Seharusnyapelaksanaan Sertifikasi Tanah Di Desa Koto Kandis, 

Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai antara lain : 

1. Untuk mengetahui Penerapan Sertifikasi Tanah Di Desa Koto Kandis, 

Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi 

2. Untuk mengetahui Penyelesaian Sertifikasi Tanah Di Desa Koto Kandis, 

Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi 

3. Untuk mengetahui Bagaimana Seharusnya pelaksanaan sertifikasi Tanah Di 

Desa Koto Kandis, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 

Provinsi Jambi 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis : 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat ilmu pengetahuan 

untuk civitas akademika dalam bidang hukum Administrasi Negara, terkhusus 

dalam bidang Hukum Pertanahan, sebab masalah mengenai Dinamika 

Legalitas sebuah pertanahan saat ini masih sering terjadi dan berkembang di 

masyarakat. 
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     2.  Manfaat Praktis : 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan  dan sumber 

informasi bagi pihak-pihak yang terlibat antara lain: 

a. Badan Pertanahan Nasional 

Sebagai dasar pedoman dan pembelajaran mengenai bagaimana seharusnya   

    Badan  pertanahan nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian 

    yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan 

dipimpin  

    untuk membuat sertifikat tanah sebagai bukti legalitas kepemilikan alas hak  

    tanah bagi masyarakat. 

b. Akademisi 

    Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah  

    maupun Badan Pertanahan Nasional dalam upaya hukum untuk   

    menyelesaikan sengketa tanah sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan 

    Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian   

    kasus Pertanahan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai   

    pengetahuan  di  bidang sertifikat pertanahan. 

c. Masyarakat 

   Memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas,  

   khususnya bagi para Masyarakat akan pentingya sebuah legas bukti  

   kepemilikan alas hak sebuah  tanah. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 
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Untuk memperjelas pembahasan pada permasalahan yang diteliti yang 

terdapat dalam skripsi ini, oleh karena itu ruang lingkupnya akan dipersempit 

yakni berfokus pada bagaimana pelaksanaan Sertifikasi Tanah Di Desa Koto 

Kandis, Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi 

Jambi. 

F. Kerangka Teori 

Kerangka Teori merupakan landasan teori yang digunakan oleh para peneliti 

dalam suatu penelitian. Yang mana menurut Soerjono soekanto, teori atau 

kerangka teoritis memiliki beberapa kegunaan seperti lebih mempertajam atau 

lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji akan 

kebenaranya. 

1. Grand Theory 

Grand Theory merupakan teori dasar yang dipakai untuk digunakan sebagai landasan 

pemikiran dalam penelitian. Dalam hal ini yang menjadi landasan teori penulis skripsi 

ini adalah teori kepastian hukum.  

           Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa 

hukum dilaksanakan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya 

dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.3 Dimana kepastian hukum sangat erat 

kaitannya dengan keadilan, dan hukum tidak identik keadilan, pada hakikatnya 

hukum bersifat umum, mengikat semua, bersifat umum. Dimana keadilan bersifat 

                                                             
3Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 

hlm. 16 
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subjektif, individualistis dan tidak universal. Kepastian hukum adalah perlindungan 

hukum menurut ketentuannya, sehingga masyarakat dapat menjamin ditaatinya 

hukum. Menciptakan kepastian hukum dalam suatu peraturan  memerlukan 

persyaratan terkait dengan struktur internal peraturan hukum itu sendiri Pernyataan 

yang dimaksud menurut Nurhasan Ismailadalah: 

1. Konsep yang digunakan jelas, artinya norma hukum memuat uraian tentang 

perilaku tertentu yang kemudian dimasukkan ke dalam konsep tersebut. 

2. Hadirnya kejelasan hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut pada sah atau 

tidaknya serta mengikat atau tidak nya dalam suatu peraturan undang-undang 

yang dibuat. Kejelasan hirarki tersebut, dapat memberikan arahan sebagai bentuk 

hukum yang memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan dari 

perundang-undangan tertentu. 

3. Konsistensi norma hukum berarti ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam 

peraturan berkaitan dengan suatu hal tertentu dan tidak saling bertentangan.4 

Kepastian hukum memerlukan upaya pejabat yang berwenang dan berwenang dalam 

pengaturan peraturan perundang-undangan agar peraturan tersebut mempunyai 

dimensi hukum. Aspek ini  nantinya dapat memberikan  kepastian hukum bahwa 

undang-undang berfungsi sebagai  peraturan yang harus ditaati. Berdasarkan uraian di 

atas dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum mempunyai arti kejelasan, tidak 

                                                             
4 https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/ 



9 
 

menimbulkan banyak penafsiran, tidak menimbulkan kontradiksi dan dapat 

dilaksanakan..5 

2. Middle Theory 

    Dalam hal ini  Midle Theory penulis skripsi ini adalah teori Perlindungan Hukum.  

Tanah merupakan salah satu yang mendasar bagi sebuah negara, karena negara hidup 

serta berkembang di atas tanah, masyarakat Indonesia memposisikan tanah pada 

kedudukan yang penting, karena merupakan faktor utama peningkatan produktivitas 

agrarian. 

      Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah Tindakan atau Upaya untuk 

melindungi Masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak 

sesuai akan aturan hukum, demi mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga 

memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia6 

         Menurut Hadjon ada dua hal dalam perlindungan hukum, yaitu : perlindungan 

hukum preventif dan perlindungan hukum represif. 

1. Perlindungan hukum preventif 

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan 

pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum 

terjadi. Hal ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang bertujuan untuk 

mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan rambu-rambu atau 

pembatasan terhadap pemenuhan kewajiban tersebut. 

                                                             
5 Fernando M Manullang, 2007,Hukum Dalam Kepastian, Prakarsa, Bandung, hlm. 95 
6  Setiono, Supremasi Hukum, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3. 
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2. Perlindungan hukum represif 

Perlindungan hukum yang bersifat opresif merupakan perlindungan akhir 

yang berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan  apabila 

timbul suatu perselisihan atau  menjadi suatu pelanggaran. 

Dalam hal ini  pemerintah yaitu BPN memberikan perlindungan preventif yang 

bertujuan untuk mencegah  terjadinya pelanggaran, yaitu dengan menerbitkan UUPA 

dan peraturan pemerintah pengadaan tanah, serta peraturan pengadaan tanah dan 

peraturan lainnya. pendaftaran tanah. 

Selanjutnya peneliti menggunakan teori Sertifikat Tanah dalam hal ini menurut 

etimologi sertifikat berasal dari Bahasa Belanda Certificat yang memiliki makna surat 

tanda bukti serta surat keterangan yang dapat memberikan bukti tentang sestua hal. Di 

dalam kamus Bahasa Indonesia sendiri sertiikat merupakan akta, atau suatu surat 

keterangan atau surat tanda. Sedangkan Ali Achamd memberikan pendapat bahwa 

sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang terdiri atas Salinan buku tanag dan 

surat ukur, yang diberi sampul kemudain dijilid menjadi satu yang dalam hal ini 

ditetapkan oleh kepala badan pertanahan nasional yang pada awalnya pendaftaran 

tanah bukan merupakan suatu hal yang prioritas atau dengan kata lain hal yang 

penting karna pada mulanya masyrakat lebih mengutamakan fungsi haknya yaitu 

Bagaimana supaya dapat memberikan manfaat bagi seluruh anggota keluarga se-

kawaasa yang hidup di atas tanah tersebut bukan fungsi amanya hak tersebut di 

tangan seseorang.Hal ini terdapat di dalam terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) UU 

Nomor 5 Tahun 1960 atau disebut Undang Undang Pokok Agraria (selanjutnya 
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disingkat UUPA), yang menyatakan bahwa"Untuk menjamin kepastian hukum oleh 

Pemerintah diadakan pen-daftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia 

menurut ketentu an-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah'. Dari 

ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan oleh 

Pemerintah guna memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah yang 

ada di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Kepastian hukum terhadap hak 

atas tanah itu ditandai dengan adanya sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan tanah. 

Ketentuan Pasal 19 UUPA dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 

1961 dan kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.7 

3. Applied Theory 

     Dalam hal ini  Applied Theory penulis skripsi ini adalah teori Penyelesaian 

sengketa. 

Richard L, Abel mengartikan perselisihan sebagai pernyataan publik mengenai klaim 

yang tidak konsisten mengenai sesuatu yang bernilai. Apabila penyelesaian sengketa 

merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang  bersengketa 

seperti semula. Jika perselisihan dapat diselesaikan melalui pengadilan, Alternatif 

Penyelesaian Sengketa (ADR). Dan hal ini juga dapat dilakukan  melalui lembaga 

adat. Dalam hal ini penyelesaian sengketa  diatur  dalam Proses perdata dilakukan 

melalui pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa diatur dalam Undang-Undang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Nomor 30 Tahun 1999, yaitu berupa 

                                                             
7J. Andy Hartanto, Hukum Pertanahan Karakteristik Jual Beli Tanah Yang Belum Terdaftar 

Hak Atas Tanahnyahalam 41. 
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penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ada lima cara penyelesaian sengketa 

menggunakan ADR, antara lain:  

1) Konsultasi  

2) Negosiasi  

3) Mediasi  

4) mediasi atau  

5) Penilaian faktual yang termasuk dalam teori penyelesaian sengketa meliputi: 

a) Jenis Sengketa  

b) Faktor-faktor yang menimbulkan perselisihan  

c) Strategi Penyelesaian Sengketa  

Karena pada dasarnya sengketa pertanahan adalah pertikaian pertanahan antara 

perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak mempunyai pengaruh yang 

luas terhadap pertanahan. secara sosio-politis Yang mana salah satu faktor 

penyebabnya adalah kegagalan komunikasi antara pihak ataupun para pihak yang 

masih awam terhadap permaslahan dalam sektor pertanahan. Sengketa pada batas 

tanah merupakan sengketa yang timbul di antara pihak pemilik hak atas tanah atau 

tanah yang saling bersebelahan, karena adanya kesalahpahaman penafsiran mengenai 

luas serta batas tanahnya. Yang menjadi faktor penyebabnya terjadinya sengketa 

tanah antara lain: 

a) Tanda batas atau pagar yang tidak jelas dipasang di setiap sudut lahan.   

b) Tanda batas tidak pada tempatnya. 

c) c) Surveyor tanah yang tidak hati-hati dalam melaksanakan tugasnya.   
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d) Pemilik tanah yang tidak mempunyai penguasaan fisik yang permanen atas 

bidang tanahnya.   

e) Tidak ada tanda batas.Penunjukan batas tidak pada tempat yang benar. 

      Penanganan terhadap sengketa tanah bertujuan untuk memberikan kepastian    

      hukum atas penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta  

      guna  memastikan agar tidak terdapat tumpang tindih pemanfaatan, kepemilikan  

      tanah memiliki sifat Tunggal untuk setiap bidang tanah yang disengketakan.  

      Adapun penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh ialah: 

1. Melalui jalur hukum 

2. Diluar jalur hukum yang dimaksud ialah negosiasi, mediasi, arbitrase dan 

sebagainya.8 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian  

    Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan metode penelitian 

normatif yang dimana penelitian hukum normatif (legal research) biasanya 

merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa 

peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, 

kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat sarjana. Yang mana nama lain 

                                                             
8Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis 

Dan Disertasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Halaman.30. 
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dari penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum doktrinal, yang juga sering 

disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.9 

2. pendekatan penelitian 

   Untuk mencapai tujuan penelitian pendekatan masalah yang digunakan penulis 

adalah: 

a) Pendekatan perundang-undangan (statute approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah segala sesuatu yang terdapat dalam 

peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang 

sedang dibahas/ teliti. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) akan dapat 

dilihat bahwa hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang telah memiliki sifat 

sebagai berikut: 

1. Comprehensive yang artinya norma-norma hukum yang terdapat didalamnya 

terkait antara satu dengan yang lainya secara logis. 

2. All-inclusive bahwa Kumpulan norma yang terdapat pada hukum tersebut mampu 

menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak ada nama nya akan 

kekurangan hukum 

3. Systematic bahwa disamping saling berhubungan antara satu dengan yang lain 

norma-norma hukum tersebut tersusun secara sistematis10 

b) Pendekatan Kasus (case approach) 

                                                             
9 Muhaimin, SH.,M.Hum Metode Penelitian Hukum Mataram University Press 2020. 
10 Muhaimin, SH.,M.Hum Metode Penelitian Hukum Mataram University Press 2020. 
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Pendekatan ini memiliki Tujuannya untuk mempelajari penerapan norma atau aturan 

hukum  dalam praktik hukum. Khususnya pada perkara-perkara yang sudah diputus, 

terlihat dari yurisprudensi perkara yang menjadi  fokus penelitian. 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian  

    Menurut Soerjono Soekanto tidak menggunakan materi hukum tersebut  

menggunakan istilah bahan hukum. Sedangkan Peter Mahmud Marzuki,  

menggunakan istilah yang undang-undangnya tidak menggunakan kata data.   

Pemilihan istilah ini bermula dari perbedaan antara data dan hukum.  Bahan hukum 

atau data sekunder dijelaskan pada tingkat yang berbeda-beda  diantaranya: 

  a. Bahan Hukum Primer  

       bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi 

kemudian putusan pengadilan dan dokumen resmi negara yang menjadi bahan hukum 

pada penelitian ini adalah: 

     1. Undang-Undang Dasar Negara Republic  Indonesia 1945 

     2. Undang-Undang Pokok AgrariaNo 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar  

PokokAgrarian 

     3. Peraturan pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas  

          Tanah, Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah. 

     4. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional    

Republik  Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan  

         Penyelesaian Kasus Pertanahan. 

b. Bahan Hukum Skunder 
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     bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku-buku hukum, majalah, dan undang-   

     undang  asas dasar (asas hukum), pendapat para ahli hukum (doktrin), hasil  studi  

     hukum, kamus hukum, wawancara ensiklopedia hukum   sumber ahli hukum 

untuk    

     memberikan pendapat hukum atas peristiwa tersebut  atau fenomena hukum yang  

    dapat diartikan sebagai bahan hukum sekunder,  Namun perlu diketahui  dan   

    dicermati kemampuan keilmuannya dan apa yang seharusnya  Dia tidak terlibat   

    dalam kasus tersebut, jadi dia bisa mengomentarinya   menjadi lebih obyektif. 

3. Bahan Non-Hukum 

    Bahan non-hukum, yaitu yaitu materi penelitian yang bukan buku ajar perundang- 

    undangan yang berkaitan dengan penelitian seperti politik, ekonomi dan buku  

    sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia umum. bahan  

    pertanyaan non-hukum penting karena mendukung proses analitis bahan hukum. 

4. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian 

    Pengolahan bahan hukum merupakan salah satu Langkah awal mengorganisasikan  

    sebuah data atau menyusun data agar dapat diteliti yang ada serta bisa dibaca  

    (readable) dan dapat dilakukan penafsiran (interpretable).11 Adapun yang menjadi  

    tahapan pengolahan dalam bahan penelitian yang digunakan di antaranya adalah: 

                                                             
11M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Ed. 1, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2017), halaman. 119 
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a) Editing, merupakan langkah awal penelitian  yang dilakukan  penulis terhadap 

bahan-bahan hukum yang ada untuk memverifikasi kelengkapannya sehingga 

penulis dapat mengartikulasikannya ke dalam kalimat-kalimat sederhana. 

b) Sistematisasi, merupakan tahap pemilihan bahan hukum yang ada dan ketika 

penulis sudah mengklasifikasikan bahan hukum tersebut, maka penulis 

menyusun bahan penelitian tersebut secara sistematis dan logis, artinya bahan 

hukum yang ada itu saling berkaitan satu sama lain. 

c) Deskripsi, adalah tahap penelitian, yang mana hasil penelitian yang  diperoleh 

berdasarkan bahan hukum yang ada dijelaskan, kemudian  hasil penelitian 

tersebut dianalisis.12 

 

 

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian 

     Analisis Data Yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif ialah  

     analisis kualitatif, berupa analisis data dengan cara menguraikan data secara 

     bermutu dalam bentuk kalimat yang tertata secara teratur, runtut, logis, serta   

     tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi terhadap data   

    dan pemahaman akan hasil penelitian sendiri. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

                                                             
12Mukti Fajar, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2010), halaman 181. 
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     Metode penarikan kesimpulan yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini  

     ialah metode induktif yang artinya menarik kesimpulan dari suatu permasalahan    

     yang sifatnya umum terhadap pelaksanaan konkrit yang dihadapi maupun   

     penyimpulan secara induktif, yakni dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal  

     khusus (peristiwa yang konkrit) kepada hal-hal yang umum (peristiwa yang 

berlaku   

     secara umum)13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 Muhaimin, SH.,M.Hum  Metode Penelitian Hukum Mataram University Press 2020 
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